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 Abstract: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini bertujuan memberikan  pemahaman mengenai 
kebijakan pemerintah mengenai pemberian insentif 
pajak; pemahaman atas masa pembayaran,  
penyetoran dan pelaporan pajak; dan perhitungan 
atas pph (pajak penghasilan).  kegiatan pengabdian 
ini dilaksanakan kepada masyarakat melalui  
metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Target materi 
pada kegiatan penyuluhan PKM  tercapai dengan 
cukup baik, dapat dilihat dari hasil pemahaman dari 
materi kegiatan. Untuk menerapkan hasil dari 
kegiatan masih diperlukan UMKM binaan di sektor 
kuliner dan fashion dapat  melaksanakan 
pengadministrasian keuangan yang baik, 
merencanakan strategi keuangan yang baik dan 
perencanaan perpajakan tepat guna dan tertib 
administrasi. 
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PENDAHULUAN   

Selama beberapa dekade ekonomi Indonesia melambat bahkan terhenti sejenak 

karena adanya pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistika (BPS, 2020) telah 

mengumumkan bahwa ekonomi dan kegiatan bisnis Indonesia telah mengalami 

perlambatan pada kuartal 1/2020 sebesar 2,9%, dan dinyatakan menurun bila dilihat dari 

kuartal IV/2020 yang telah tercatat minus 2,41% hal ini diumumkan oleh Suhariyanto 

sebagai Kepala BPS. Beberapa saham dan perdagangan di seluruh dunia mengalami 

penurunan, di Indonesia sendiri banyak usaha-usaha yang mengalami defisit karena 

pemberhentian ekonomi yang disebabkan pemberlakuan lockdown di Indonesia, hal ini 

yang menyebabkan melemahnya kegiatan bisnis di Indonesia dan keuangan negara 

terutama dalam penerimaan pajak. Upaya untuk menghambat penyebaran virus Covid-

19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan kegiatan bisnis serta dampaknya 

terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Hal ini 

menimbulkan kesulitan terutama bagi para pelaku UMKM, omset yang terus menurun 

namun harus tetap memenuhi kewajiban pajak. Adanya insentif pajak diharapkan dapat 

membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak dan kepatuhan pajak. 
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Covid-19 telah menimbulkan economic shock, yang mempengaruhi ekonomi 

secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, 

bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan 

bahkan global (Taufik, 2020). Insentif pajak UKM adalah kebijakan perpajakan atau 

praktik yang mengurangi atau menunda penerimaan pajak dari wajib pajak dalam hal ini 

yaitu pelaku UKM. Insentif pajak dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi, 

perusahaan akan merespons insentif pajak apabila melihat pengaruh positif terhadap 

cashflow karena pengurangan pajak terutang. Insentif pajak akan dilihat sebagai solusi 

keuangan sehingga dana yang tersedia makin banyak untuk diinvestasikan kembali 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM memiliki peranan 

dalam kegiatan usaha Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2008. UMKM juga merupakan wadah bagi para masyarakat yang memiliki kreatifitas. 

UMKM Kabupaten Bandung meliputi bidang kuliner, fashion, otomotif, agrobisnis, 

teknologi, pendidikan dan produk kreatif lainnya. Penerimaan pajak turun sejalan 

dengan tax expenditure meningkat. Peningkatan tax expenditure akan meningkatkan 

government expenditure, yang memberikan multiplier effect pada perekonomian 

nasional, diantaranya adalah peningkatan daya beli masyarakat yang akan meningkatkan 

PPN, serta stabiltas ekonomi, produktifitas usaha dan manajemen kas yang sehat 

diharapkan dapat meningkatkan  potensi PPh terutang setelah periode insentif  berakhir 

 

METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pertama dilakukan peninjauan 

lapangan dan koordinasi dengan mitra. Survey awal yang dilakukan oleh tim pengusul 

untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait dampak COVID-19. 

Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 dengan metode 

daring melalui zoom karena masih dalam masa pembatasan penyebaran covid 19. 

Adapun metode kegiatan pengabdian menggunakan metode ceramah, tutorial, dan 

diskusi yang dipilih untuk menyampaikan materi. Pemanfaatan laptop dan Liquid 

Crystal Display (LCD) membantu peserta pelatihan lebih mudah memahami dan 

mengingat materi pelatihan relatif banyak dengan waktu pelatihan yang terbatas.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Insentif pajak PMK 86/2020 bagi UMKM yang diberikan pemerintah berupa 

PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan ditanggung oleh pemerintah 

selama enam bulan, dengan begitu wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak 

0,5% dari omset namun tarif menjadi 0%. Syarat wajib pajak UMKM yang dapat 

menerimannya adalah wajib pajak UMKM harus melakukan penyampaian laporan 

realisasi untuk memanfaatkan pajak penghasilan final yang ditanggung oleh pemerintah 

paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak dan berakhir sampai Desember 2020. 

Menurut Ayu (2020) menjelaskan bahwa insentif pajak adalah kebijakan perpajakan 

yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu 
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atauorganisasi yang mendukung pemerintah, yang digunakan dalam memberikan 

dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya baik sekarang maupun di masa mendatang. Pemerintah 

selama ini telah melakukan sosialisasi mengenai insentif pajak baik melalui media cetak 

maupun online mengenai kebijakan-kebijakan insentif pajak diantaranya PP 46/2013,PP 

23/2018, tax holiday,tax allowance,revaluasi asset untuk tujuan perpajakan ditahun 

2015 dan 2016 dan masih banyak lagi insentif yang telah diberikan kepada wajib pajak 

selama ini. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) menjelaskan bahwa pemerintah 

sampai sekarang tengah menggalakkan sosialisasi perpajakan mengenai PMK 86/2020 

kepada wajib pajak UMKM dikarenakan realisasinya tidak mencapai 10% di bulan Juli 

2020. 

Sejak pandemi Covid-19 diumumkan, banyak bidang ekonomi domestik dan 

global telah terpengaruh, dampak pandemi paling menonjol pada sektor usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM). Di berbagai media juga diberitakan bahwa sejak 

pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, para pelaku UMKM mulai menghadapi 

berbagai kesulitan bisnis, akibatnya UMKM setidaknya mengalami penurunan 

pendapatan sebesar kurang lebih 50%. Untuk itu, pemerintah mengambil strategi untuk 

mempertahankan bisnis di berbagai industri yang terkena dampak Covid-19 dengan 

memberikan stimulus ekonomi dalam bentuk insentif perpajakan. 

Permasalahan yang sering muncul di loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 

adalah terkadang wajib pajak melakukan registrasi NPWP hanya untuk memenuhi 

persyaratan bank atau sebagai syarat untuk menerbitkan izin usaha. Persyaratan 

pendaftaran NPWP (Pengusaha) antara lain fotokopi KTP, fotokopi surat keterangan 

usaha atau SKU (disebut juga SKU) dinas atau dinas terkait izin usaha, dan fotokopi 

akta keluarga (wajib apabila yang pendaftar seorang istri) Selain itu, diperlukan juga 

formulir pernyataan  bisnis yang ditandatangani dengan materai  Rp. 6000, dan mengisi 

formulir pendaftaran NPWP yang disediakan oleh biro pajak dan ditandatangani oleh 

pemohon. Bahkan selain langsung ke biro pajak, Anda juga bisa mengisi data diri di 

laman online melalui  https://ereg.pajak.go.id untuk melengkapi registrasi NPWP. 

 

KESIMPULAN  

Penggunaan fasilitas teknologi dan komunikasi, penyaluran kredit bank kepada 

masyarakat, dan penurunan tarif pajak penghasilan final merupakan faktorfaktor yang 

mendorong perkembangan UMKM Indonesia, dan juga faktor-faktor yang dirumuskan 

oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan Tax Planning (Insentif pajak). Pemerintah 

membantu UMKM dalam kegiatan sehari-hari. Meski begitu, karena beberapa faktor 

pendukung dinilai kurang efektif, pertumbuhannya masih tergolong lambat.Sehingga 

dukungan UMKM diperlukan untuk dapat bertahan hidup. Akibat tekanan ekonomi 

COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan melalui insentif perpajakan kepada 

wajib pajak yang terkena dampak COVID-19. 
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